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1. BABI PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pajakadalah salah satu penerimaan

utamadalam suatu Negara khususnya lndonesia. Menurut

UUKUPNOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negarayang terhutang oleh orang pribadi atau OPdanjugabadanyang
bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undangdengan tidak
mendapatakan timbal balik secaralangsung dan digunakan untuk keperluan
pengeluaran Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Unndang<Undang, dengan tidak
mendapatakan imbalan secara langung dapatdittunjukan dan diguakan untuk
keperluan negara. (Mardiasmo, 2016) Berdasarkan pengertian tersebut, maka
pajak memiliki ciri-sebagai berikut 1. Bersifat memaksajika seseorang sudah
memenuhisyarat sesuai undang-undang untuk membayar pajak, makaiaakan
terikat secara hokum untuk melaporkan kekayaanya dan membayar pajak. Jikaia
secarasengajatidak membayar pajak maka akan adaancaman sanksi secara
administratifataupun pidana. 2. Tidak mendapat timbal balik secaralangsung
Pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan tidak akan secaralangsung

mendapattimbal baliknya. Berbeda denganretribusi yang dibebankan oleh
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